BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Iembaga
pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya
pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi.

Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan
sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan
bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis
dengan tetap  menjunjung  supremasi  hukum. Sebagai  bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan
suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan
telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal
maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi
prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga
diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan
perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan
pemangku kepentingan dilingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan
OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan hal tersebut,
Kecamatan Batam Kota selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga
menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan
fungsi dari Kecamatan Batam Kota 2021-2026, disesuaikan dengan visi dan misi

Kepala Daerah.
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B. Maksud dan Tujuan
Berdasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum
Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan
penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : IKU Kecamatan Kecamatan
Batam Kota tahun 2021-2026.
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis Kecamatan Batam Kota sehingga dapat digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. landasan Hukum
Penyusunan Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Kecamatan Batam Kota adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;
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BAB I
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan
akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan
indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan
instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam
RPJMD dan Renstra.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Banyak
pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai
nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output
atau outcome.

Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang
digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan
sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai
maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit
kerja.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk
menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan)
kebijaksanaan/program/kegiatan dan  pada  akhirnya  kinerja

instansi/unit kerja yang melaksanakan.
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B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus

memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna

pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1.

Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan
interpretasi yang berbeda

Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur secara obyektif
baik yang bersifat kuantitatifi maupun kualitatif.

Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan
Diukur (menggambarkan dekat mungkin keberhasilan/kegagalan
yang akan diukur).

Achievable/dapat dicapai, vyaitu indikator kinerja darus
merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat
dikumpulkan.

Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan
suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu
yang telah ditetapkan IKU Kecamatan Batam Kota tahun 2021-
2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat

memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen

tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target. Dalam penetapkan

dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut :

1.

Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD,
RENSTRA dan Kebijakan Umum.

Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.

Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan
Akuntabilitas Kinerja.

Kebutuhan statistik pemerintah.

Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan. IKU Kecamatan
Batam Kota tahun 2016-2021
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BAB Il
GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Batam no. 31 tahun 2014, untuk
melaksanakan tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Batam Kota
terdiri dari :
1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATAM KOTA
Kecamatan Batam Kota merupakan salah satu Kecamatan dari 12
Kecamatan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan Batam Kota
merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kota Batam yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 2 Tahun 2005, tentang
Pemekaran, Perubahan, Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota
Batam. Sebelum adanya pemekaran, Kota Batam terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan
yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam. Pada awalnya Kecamatan Batam Kota merupakan bagian
dari wilayah Kecamatan Nongsa dimana faktor utama dibentuknya Kecamatan
Batam Kota adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
pembangunan wilayah tersebut sesuai dengan perkembangan Kota Batam menjadi

daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata.

Kecamatan Batam Kota terletak diantara 0225299 - 1934’00” Lintang Utara dan
103234’35”- 1049226’04” Bujur Timur dengan luas wilayah 46,808 km?, dengan
rincian sebagai berikut: 38,964 km? (luas daratan) dan 7,844 km? (luas lautan).

Kecamatan Batam Kota terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Teluk Tering

2. Kelurahan Taman Baloi
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Kelurahan Sukajadi

3

4. Kelurahan Belian

5 Kelurahan Sungai Panas
6

Kelurahan Baloi Permai

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batam Kota

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota
Batam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Batam. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugs tersebut, kecamatan
menyelenggarakan fungsi :

1. CAMAT

Kecamatan mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugas, Camat mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana dan program kerja kecataman sesuai dengan kebijakan

umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program
dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Kecamatan yang meliputi
Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi
Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat.

c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai
dengan program yang telah ditetapkan agar pekrjaan berjalan lancar;

d. Membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara memberikan
reward dan punishment utnuk meningkatkan produktivitas kerja;

e. Mengevaluasi pelaksanaan  kebijakan  operasional dengan cara

membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran
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sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang
maksimal;

f.  Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja
Daerah yang meliputi : Rencana Pembangunan Daerah (PPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA)
serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Menetapkan penyususnan data dan informasi bahan penetapan Laporan
Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan;

h. Mengkoordinasikan data dan informasi bahan-bahan MUSRENBANG tingkat
Kecamatan sebagai rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) tingkat Daerah

i.  Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan
program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;

j. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan
kewenangannya;

k. Mengkoorniasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum pada
lingkup kecataman;

I.  Mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

m. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;

n. Mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah Kecamatan;

0. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

untuk menangani sebagian urusasn otonomi daerah yang meliputi perizinan,
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rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan serta
penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan pada lingkup
Kecamatan;

p. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan, jaringan kerjasama dan
kemitraan dengan lembaga, forum, komite serta tokoh masyarakat di wilayah
kerja Kecamatan;

g. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangkan Pemilihan Kepala Daerah
dan Pemilihan Umum tingkat Kecamatan;

r.  Mengusulkan /menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang
anggaran, penatausahaan Keuangan, Pejabat pelaksana Teknis Kegaiatan,
Pembantu bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegaiatan sesuai dengan
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

s. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam
lingkup Kecamatan;

t.  Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup
Kecamatan;

u. Menyelenggarakan monitoring dan Pembinaan pelaksanaan penyelesaian
administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur Kecamatan;

v. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum
lingkup Kecamatan;

w. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana
penunjang pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan kepada para Kepala Seksi;

X. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan
Kecamatan;

y. Melaporkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan;

z.  Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan organisasi Perangkat

Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemrintah Pusat;
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aa. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan
Kelurahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui
sekretaris Daerah;

bb. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di
lingkungan Kecamatan ; dan

cc. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah atasan berdasarkan

peraturan perundangan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN
Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan
yang mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan,
pengelolaan  administrasi  keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
rumahtangga, perpustakaan, administrssi umum, dan hubungan masyarakat

serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan

kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan pada lingkup

Kecamatan;

c. Menyelenggarakan pembinaan dan  pengoordinasian  pengelolaan
kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi,

kompetensi dan seleksi pegawai Kecamatan;

d. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja,

pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di masing-masing unit Kecamatan;

e. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan

aset pada lingkup Kecamatan;
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f.  Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian, dan
kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan

perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;

g. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan
penetapan rencana Kerja Daerah di lingkup Kecamatan yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta

rencana kerja Kecamatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

h. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan
penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Kecamatan yang meliputi
Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan penyelenggaraan
Pemerintah  daerah  (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjip) dan

laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

i.  Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian internal Pemerintahan

(SPIP) dan program reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;

j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat;

k. Melaksanakan penerapan dan pengembangan Sistem Informasi dan analisis

penyajian data pada lingkup Kecamatan;

I.  Memeriksa, memaraf dan/ atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya

m. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada masing-

masing seksi di lingkup Kecamatan;

n. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
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0. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelakasanaan tugas

kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

g. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan
Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas
Sekretariat lingkup program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas

pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan
pada lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan berbasis kinerja sesuai

dengan lingkup tugasnya;

b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan
fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien;

c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub

Bagian Program dan Keuangan agar sasaran tetap terfokus;

d. Memimpin, mengatur, membina serta mengendalikan pelaksanaan tugas
bidang program dan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan

keuangan;

e. Menyusun bahan kebijakan operasional program dan keuangan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
f. Menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data

serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkup Kecamatan;
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g. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung di lingkup Kecamatan;

h. Mengompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan
publik, serta bekerjasama dengan Seksi dan unit terkait untuk
mengoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program

sesuai kebutuhan Kecamatan;

i Menyusun, mengumpulkan dan menganalisis bahan, data dan informasi
dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja)
Organisasi Perangkat Daerah, serta Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;

j. Menyusun, mengumpulkan dan menganalisis bahan, data dan informasi
dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJiP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Kecamatan;

k. Menganalisis bahan perumusan program prioritas sebagai bahan

perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk

belanja pengeluaran;

m. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan

pada lingkup Kecamatan;

n. Memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan

Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah
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Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai

dengan pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

o. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan
Kecamatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

p. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi pada lingkup Kecamatan, sesuai dengan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang
Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana perlengkapan Kecamatan;

s. Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan

Kecamatan meliputi inventarisasi, penyimpanan dan pelaporan;

t. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja

Kecamatan sesuai dengan Kebijakan Camat;

u. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja
Kecamatan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan kebijakan Camat;

V. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan
anggaran serta memberikan saran berupa bahan pertimbangan kepada
atasan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian program dan keuangan
sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;

W. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada
lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani

Pimpinan;
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X. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada

lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;

y. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat

Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

z. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

4, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian. Kepala Sub Bagian mempunyai Tugas Pokok:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan

kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi

umum dan administrasi kepegawaian;

d. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan
fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien;

e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub

Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;

f.  Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan
pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;

g. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
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i.  Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi

umum dan administrasi kepegawaian;

d. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan
fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien;

e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub

Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;

f.  Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan

pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;

g. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata

naskah di lingkungan Kecamatan;

h. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di

lingkungan Kecamatan;

i.  Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan

kebersihan kantor;

j. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan

kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;

k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian

peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;

. Melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan
administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian,
rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji
berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu
suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat
Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin

belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin
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penceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan

kesejahteraan pegawai;

m. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan

Kecamatan;

n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian
kompetensi dan kualifikasi  jabatan, rencana kebutuhan dan

pengembangan karier serta disiplin pegawai;

0. Melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian
prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut

Kepangkatan (DUK);

p. Membuat telaah staf sebagai bahan kebijakan di Bidang Administrasi

Umum dan Kepegawaian;

r. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada

lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

s. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada
lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
Pimpinan;

t.  Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat

Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan

v.  Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan
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5. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan
tugas dalam urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana dan program Seksi Pemerintahan.

- penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pemerintahan.

- Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan
pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Walikota kepada Camat.

- pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi

Pemerintahan mempunyai tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi
Pemerintahan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum

dan teknis Seksi Pemerintahan.

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pemerintahan.

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
dibidang Pemerintahan tingkat Kecamatan.

f.  menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan
pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya.

g. menyelenggarakan tugas pembantuan di lingkup Pemerintahan

Kecamatan.
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h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi kelurahan.

i.  menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan urusan Seksi Pemerintahan.

j.  mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada
lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani
pimpinan.

k. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi
Pemerintahan.

. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat pada lingkup tata Pemerintahan
Kecamatan.

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan
kegiatan Seksi Pemerintahan.

n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana dan program Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Ketentraman dan
Ketertiban.
- Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan ketentraman
dan ketertiban umum.
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

(Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batam Kota) 19



a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi
Ketentraman dan Ketertiban yang berbasis kinerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

c.  merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Ketentraman dan
Ketertiban.

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
dibidang ketentraman dan ketertiban pada lingkup Kecamatan.

f.  menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

g. melaksanakan pembinaan terhadap Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat di wilayah Kecamatan.

h. menyelenggarakan penegakan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah
kerja Kecamatan.

i.  melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penanggulanganan
dan pencegahan bencana di wilayah kerja Kecamatan.

j- menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

k. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada
lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani
pimpinan.

1.  merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi

Ketentraman dan Ketertiban.
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m. melaksanakanhubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudakan ketentraman dan
ketertiban umum lingkup Kecamatan.

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan
kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

0. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
membagi tugas dan mengontrol urusan pelayanan umum dan urusan
lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana dan program Seksi Pelayanan Umum.
- Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Pelayanan Umum.
- Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pelayanan
Umum.
- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Pelayanan Umum.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi
Pelayanan Umum mempunyai tugas:
a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi Pelayanan

Umum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis Seksi Pelayanan Umum.

c.  merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pelayanan Umum.

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien.
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e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dibidang Pelayanan Umum lingkup Kecamatan.

f.  mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil di lingkup Kecamatan.

g. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah
Kecamatan.

h. mengkoordinasikan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan
sanitasi lingkungan di wilayah Kecamatan.

i.  mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan serta
pembinaan terhadap inventaris aset —aset Pemerintah Daerah yang
berada pada wilayah kerja Kecamatan.

j-  melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana serta fasilitas fisik pelayanan umum.

k. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan urusan Seksi Pelayanan Umum.

.  mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk
ditandatangani pimpinan.

m. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi
Pelayanan Umum.

n. Melaksanakan hubungan kerja fungsional di bidang Pelayanan Umum
dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

0. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan
kegiatan Seksi Pelayanan Umum.

p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan,
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membagi tugas dan mengontrol urusan Kesejahteraan Masyarakat dan

urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana dan program Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

- Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kesejahteraan
Masyarakat.

- Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi  urusan
Kesejahteraan Masyarakat.

- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi

Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi
Kesejahteraan Masyarakat yang berbasis kinerja sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum
dan teknisSeksi Kesejahteraan Masyarakat

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Kesejahteraan
Masyarakat

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dibidang Kesejahteraan Masyarakat lingkup Kecamatan.

f. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dibidang kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan pada lingkup tugasnya.

g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian Keluarga
Berencana (KB), serta pengembangan Kesejahteraan Masyarakat pada

lingkup tugasnya.
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h. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan, organisasi sosial
dan kemasyarakatan lingkup tugasnya.

i. menyelenggarakan  koordinasi pembinaan, pengendalian dan
penanggulanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya pada lingkup tugasnya.

j- melaksanaan pengawasan dan koordinasi kewaspadaan pangan gizi
lingkup Kecamatan

k. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan
pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga lingkup tugasnya.

1. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Masyarakat

m. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk
ditandatangani pimpinan.

n. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi
Kesejahteraan Masyarakat

0. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan
kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat

q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

9. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan
dan Pemeberdayaan Masyarakat dan urusan lainnya yang dilimpahkan

oleh Walikota kepada Camat.
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), KepalaPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
fungsi:

- Penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

- Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkupSeksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

- Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan pada Seksi
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakatyang berbasis kinerja

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Seksi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
lingkup Kecamatan.

f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi
terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di

wilayah kerja Kecamatan.
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g. melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut
serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam
forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kerjanya.

h. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan lingkup tugasnya.

i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulanganan
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Kecamatan.

j- melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi di
Wilayah Kecamatan.

k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan
kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energy,
pariwisata serta lingkungan hidup di wilayah kerjanya.

1. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan urusan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat.

m. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk
ditandatangani pimpinan.

n. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada lingkup Kelurahan.

0. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.

p.- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan
kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
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BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batam Kota yang berupa
kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Batam Kota Tahun 2021 - 2026. Indikator
Kinerja Utama Kecamatan Batam Kota yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan
Walikota Batam Nomor 41 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batam Kota

dapat disajikan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
CAMAT BATAM KOTA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ALASAN SUMBER DATA

1. Meningkatnya  partisipasi | Tingkat Partisipasi | Mengukur partisipasi | Sekretariat
masyarakat dalam proses | masyarakat dalam | masyarakat dalam | kecamatan,seksi ppm
perencanaan pembangunan pembangunan dan  masing-masing
pembangunan di tingkat kelurahan
kecamatan maupun
kelurahan.

2. Meningkatnya rasa | Jumlah event peringatan | Mengukur Seksi  Kesra dan
kebangsaan dan | hari nasional dan hari | kemampuan Masing-masing
keagamaan masyarakat | raya keagamaan | organisasi dalam | kelurahan
kelurahan dan kecamatan dilingkungan Kecamatan | upaya meningkatkan

Batam Kota rasa kebangsaan dan
keagamaan

3. Meningkatnya  pelayanan | Indeks Kepuasan | Mengukur  aktifitas | Sekretaris
administrasi masyarakat | Masyarakat kebijakan organisasi | Kecamatan,Seksi
yang baik dan efisien dalam meningkatkan | Pelayanan Umum dan

kualitas  pelayanan | Kelurahan
kepada masyarakat

(Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batam Kota) 27



BAB V
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU),
bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter
terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing
unit kerija.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di
lingkungan Kecamatan Batam Kota yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama
secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil.
Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang
dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja

dimasa yang akan datang.

Batam, 31 Januari 2023
CAMAT BATAM KOTA

FIRMAN HIDAYAT, S.E
NIP. 19850522 201101 1 003
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